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ABSTRAK 

Di saat pandemi Covid-19 melanda, banyak tempat 

usaha mengalami penurunan omzet. Akibatnya, PHK tidak 

dapat dihindari. Dengan keadaan ini, perselisihan hubungan 

industrial antara pemberi kerja dan pekerja, terkait PHK 

mengalami peningkatan. Salah satu putusan perselisihan PHK 

adalah Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada 

Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 19/Pdt.Sus-

PHI/2020/PN Yyk Jo. Putusan Mahkamah Agung Nomor 

606 K/Pdt.Sus-PHI/2021. Putusan ini memuat kasus 

perubahan status hubungan kerja dari PKWT beralih menjadi 

PKWTT setelah ada PHK. Implikasinya, status Karyawan 

Kontrak menjadi Karyawan Tetap berpengaruh terhadap hak-

hak yang diperoleh oleh pekerja. Oleh karena itu, riset ini 

bertujuan untuk (1) mengetahui tinjauan hukum Islam 

terhadap PHK dengan PKWT dalam Putusan Perkara Nomor 

19/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Yyk Jo. Putusan Mahkamah Agung 

Nomor 606 K/Pdt.Sus-PHI/2021 dan (2) mengetahui tinjauan 

hukum Islam terhadap hak-hak pekerja pada PHK dengan 

PKWT dalam putusan tersebut. 

Jenis penelitian ini adalah penelitian studi kasus (Case 

Study) dengan pendekatan yuridis-normatif, sedangkan teknik 

analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif. 

Pengumpulan data menggunakan teknik dokumentasi. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Telah 

diputuskan bahwa hubungan kerja antara para penggugat 

dengan tergugat berakhir sejak surat PHK dikeluarkan oleh 

tergugat kepada masing-masing Para Penggugat dengan 

alasan efisiensi sesuai pasal 164 ayat (2) Ditinjau dari 

perspektif teori konflik, permasalahan diatas masuk dalam 

kategori konflik realistis, berasal dari kekecewaan terhadap 

tuntutan- tuntutan khusus yang terjadi dalam hubungan dan 

dari perkiraan kemungkinan keuntungan para partisipan, dan 

yang ditujukan pada obyek yang dianggap mengecewakan. 

Artinya jika dikaitkan dengan PHK yang terjadi terhadap 

maka terdapat kekecewaan pada hak-hak pekerja akibat pada 
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PHK (Pemutusan Hubungan kerja) dengan PKWT 

(Perjanjian Kerja Waktu Tertentu). 

Kata Kunci: PHK, PKWT, Hukum Islam 
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Halaman Persetujuan 
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Halaman Pengesahan 
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Halaman Pernyataan Keaslian & Plagiasi 
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 bagi bermanfaat yang adalah manusia baik-Sebaik

manusia 
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN 

Transliterasi kata-kata Arab ke dalam kata-kata latin 

yang dipakai dalam penyusunan tesis ini berpedoman kepada 

Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri 

Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 

158/1997 dan 0543b/U/1987 tanggal 10 September 1987. 

I. Konsonan Tunggal 

Huruf 

Arab
Nama Huruf Latin Nama

ا Alif
tidak 

dilambangkan
tidak dilambangkan

ة Ba‘ B Be

د Ta‘ T Te

ث Ṡa‘ Ṡ
es (dengan titik di 

atas) 

ج Jim J Je

ح Ḥa‘ Ḥ
ha (dengan titik di 

bawah) 

خ Kha‘ Kh ka dan ha

د Dal D De

ذ Żal Ż
ze (dengan titik di 

atas) 

ز Ra‘ R Er

ش Zai Z Zet

س Sin S Es

ش Syin Sy es dan ye

ص Ṣad Ṣ
es (dengan titik di 

bawah) 

ض Ḍad Ḍ
de (dengan titik di 

bawah) 
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ط Ṭa‘ Ṭ
te (dengan titik di 

bawah) 

ظ Ẓa‘ Ẓ
zet (dengan titik di 

bawah) 

ع ‗Ain ‗
Koma terbalik di 

atas 

غ Gain G Ge

ف Fa‘ F Ef

ق Qaf Q Qi

ك Kaf K Ka

ل Lam L ‗el

و Mim M ‗em

ٌ Nun N ‗en

ً Waw W W

ه Ha‘ H Ha

ء Hamzah ‗ Apostrof

ُ Ya‘ Y Ye

II. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap

سنخ ditulis Sunnah

عهخ ditulis ‘Illah

III. Ta’ marbūṭah di akhir kata

a. Bila dimatikan ditulis dengan h 

انًبئدح ditulis al-Mā’idah

إسلايْخ ditulis Islāmiyyah 
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(Ketentuan ini tidak diperlukan kata-kata Arab yang sudah 

terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan 

sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya). 

b. Bila diikuti dengan kata sandang ―al‖ serta bacaan kedua

itu terpisah, maka ditulis dengan h.

يقبزنخ انًراىت ditulis Muqāranah al-Mażāhib

IV. Vokal pendek

1. ----  َ---- fatḥah ditulis a 

2. ----  َ---- kasrah ditulis i 

3. ----  َ---- ḍammah ditulis u 

V. Vokal panjang 

1. Fatḥah + alif ditulis ā

إستحسبٌ ditulis Istiḥsān

2. Fatḥah + ya‘ mati ditulis ā

ditulis أنثَ Unsā

3. Kasrah + yā‘ mati ditulis ī

ditulis انعهٌانِ al-‘Ālwānī

4. Ḍammah + wāwu 

mati 

ditulis ū

ditulis عهٌو ‘Ulūm

VI. Vokal rangkap

1. Fatḥah + ya‘ mati 

 غْسىى
ditulis 

ditulis 

ai 

Gairihim
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2. Fatḥah + wawu 

mati  

قٌل

ditulis 

ditulis 

au 

Qaul 

VII. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata

dipisahkan dengan apostrof

أأنتى ditulis a’antum

أعدد ditulis u’iddat

لإٌ شكستى ditulis la’in syakartum

VIII. Kata Sandang Alif +Lam

a. Bila diikuti huruf Qamariyyah

انقسآٌ ditulis Al-Qur’an 

انقْبس ditulis al-Qiyās 

b. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan

menggunakan huruf Syamsiyyah yang

mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (el)nya.

انسسبنخ ditulis ar-Risālah

اننسبء ditulis an-Nisā’

IX. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

أىم انسأُ ditulis Ahl ar-Ra’yi

أىم انسنخ ditulis Ahl as-Sunnah

ذًُ انفسًض ditulis Żawī al-Furūḍ
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Setiap individu memiliki hak untuk terlibat dalam 

pekerjaan, dan sebagai bagian dari hubungan kerja, mereka 

berhak untuk menerima kompensasi yang adil dan layak serta 

perlakuan yang adil dan layak. Hak ini mencakup berbagai 

aspek profesional yang substansial, seperti pengakuan, 

jaminan, perlindungan, kepastian hukum yang adil, dan 

perlakuan yang sama di mata hukum. Pemberi kerja dan 

karyawan sering kali menetapkan persyaratan hubungan kerja 

mereka melalui kontrak kerja yang disepakati bersama. 

Perjanjian ini menjelaskan hak dan tanggung jawab yang 

harus dipenuhi oleh masing-masing pihak, termasuk 

remunerasi, jam kerja, cuti, dan topik lain yang berkaitan 

dengan ketenagakerjaan. Selain itu, perjanjian ini membahas 

berbagai masalah yang berkaitan dengan pekerjaan.
 1

 

Perjanjian kerja juga dapat mencakup persyaratan kontrak, 

Perjanjian bersama atau peraturan perusahaan yang berlaku.
2
 

Sesuai dengan ketentuan Pasal 1313 Kitab Undang-

Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), perjanjian 

                                                           
1
 Republik Indonesia, Pasal 28D ayat (1). 

2
 Republik Indonesia, ―Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 

Tentang Ketenagakerjaan,‖ 2003, Pasal 1 ayat (15). 
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didefinisikan sebagai suatu perbuatan dengan mana satu 

orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain 

atau lebih..
3
 Perjanjian disebut juga akad. Secara bahasa, asal 

kata akad merupakan al-‘aqd, yakni mengikatkan, 

menghubungkan atau memyambungkan (ar-rabţ).
4
  

Sejumlah definisi mengenai istilah akad dipaparkan 

oleh beberapa tokoh. Sementara itu, menurut Mursyid al-

Hairan, memandang akad sebagai musyawarah mufakat yang 

dilakukan oleh para pihak yang kemudian pihak tersebut 

melakukan ijab yang kemudian diakhiri dengan persetujuan 

(Kabul) antar pihak tersebut yang memiliki akibat hukum 

terhadap objek akad merupakan cara terbaik untuk 

memahami apa sebenarnya akad itu.
5
 Syamsul Anwar 

menambahkan definisi lain dimana akad ialah suatu keadaan  

ketika saat melakukan proses (ijab) kemudian disambut 

dengan kesepakatan (Kabul) yang bertemu kemudian 

menegaskan mengenai suatu kenyataan kehendak antara para 

pihak (2 orang) atau lebih sehingga membentuk suatu 

implikasi hukum.
6
 

                                                           
3
 Republik Indonesia, ―Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 

(Burgerlijk Wetboek voor Indonesie),‖ 1848, Pasal 1313. 
4
 Gemala Dewi, "Hukum Perikatan Islam di Indonesia (Jakarta: 

Kencana, 2005)," hlm. 3. 
5
 dalam Syamsul Anwar, "Hukum Perjanjian Syariah (Jakarta: 

Raja Grafindo Persada, 2010)", hlm. 68. 
6
 Syamsul Anwar, "Hukum Perjanjian Syariah (Jakarta: Raja 

Grafindo Persada, 2010)", hlm. 68. 



3 
 

Mengingat begitu pentingnya sebuah perjanjian/akad, 

agar tidak timbul permasalahan di kemudian hari akibat 

kurang pahamnya seseorang dalam membuat suatu 

perjanjian, beberapa persyaratan harus terpenuhi supaya 

Suatu perjanjian menjadi sah dan selanjutnya mengikat para 

pihak yang terlibat. Ada empat syarat yang harus dipenuhi 

agar suatu perjanjian dianggap sah menurut Pasal 1320 Kitab 

Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata). Syarat-

syarat tersebut meliputi: (1) adanya kemauan atau 

kesepakatan yang mengikat antara para pihak; (2) 

kemampuan para pihak untuk membuat kesepakatan tersebut; 

(3) adanya hal tertentu yang menjadi objek perjanjian; dan (4) 

adanya faktor penyebab (causa) yang mendasari keabsahan 

perjanjian. Salah satu syarat yang harus dipenuhi adalah 

keinginan atau persetujuan yang mengikat antara para pihak. 

Istilah "kontrak eksekusi sendiri" digunakan untuk 

menggambarkan kriteria Yang pertama dan kedua, sering 

disebut sebagai istilah subjektif karena berkaitan dengan niat 

dan persetujuan yang menjadi fokus perjanjian. Di sisi lain, 

kriteria ketiga dan keempat merupakan syarat-syarat objektif 

yang berlaku terhadap substansi perjanjian itu sendiri.
7
 

Perbedaan dari kedua syarat perjanjian diatas 

bekenaan pula dengan masalah batal demi hukum (nieteg 

                                                           
7
 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek 

voor Indonesie),‖Pasal 1320. 
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atau null and ab initio) dan masalah dapat dibatalkannya 

(vernietigbaar = voidable) perjanjian. Apabila syarat 

obyektif yang ditetapkan dalam sebuah perjanjian Jika syarat-

syarat ini tidak dipenuhi, perjanjian dianggap tidak berhasil 

dan batal demi hukum. Sebaliknya, jika perjanjian diakhiri 

sejak awal, hukum menganggap perjanjian tersebut tidak 

pernah ada. Jika syarat subyektif tidak terpenuhi, maka 

perjanjian tersebut dapat dibatalkan, dan jika tidak dibatalkan 

oleh pengadilan, maka perjanjian tersebut tetap sah. Namun, 

jika perjanjian telah dibatalkan oleh pengadilan, perjanjian 

tersebut dinyatakan batal menurut hukum.
8
 

Istilah "perjanjian kerja" juga mengacu pada jenis 

kontrak yang kontrak ini mengatur hubungan kerja antara 

karyawan dan pemberi kerja. Kontrak ini mengatur hubungan 

kerja antara karyawan dan pemberi kerja. Di dalam kontrak 

ini terdapat syarat dan ketentuan yang terkait dengan 

pekerjaan, serta hak dan kewajiban kedua belah pihak.
9
 Jenis-

jenis perjanjian yang disebutkan dalam UU No. 13 Tahun 

2003 tentang hubungan kerja adalah Perjanjian Kerja Waktu 

Tertentu (PKWT) dan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu 

(PKWTT). Peraturan yang berkaitan dengan PKWT dapat 

                                                           
8
 Ashabul Kahpi, ―Pengupahan Tinjauan Terhadap 

Ketenagakerjaan‖, Jurisprudentie, Volume 5 Nomor 2 (Desember 2018), 

hlm. 70-71 
9
 Republik Indonesia, ―Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 

Tentang Ketenagakerjaan,‖ Pasal 1 ayat (14). 
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ditemukan dalam Pasal 56 sd 62  Undang-Undang Nomor 13 

Tahun 2003.
10

 

PKWT sering merujuk pada tugas atau proyek dengan 

tenggat waktu. Kontrak jenis ini ditulis dalam bahasa 

Indonesia dengan menggunakan huruf turunan bahasa Latin. 

Selain itu, dalam hubungan kerja semacam ini, masa 

percobaan tidak selalu diperlukan. Masa percobaan tidak 

akan digunakan jika diperlukan .
11

 

PKWTT hanya berlaku untuk pekerjaan tertentu yang 

memiliki batas waktu penyelesaian, seperti pekerjaan 

sementara yang hanya perlu diselesaikan sekali, pekerjaan 

dengan durasi singkat atau tidak terlalu lama, dengan batas 

maksimal tiga tahun. Selain itu, Pekerjaan yang bersifat 

musiman dan pekerjaan yang berhubungan dengan produk, 

kegiatan, atau produk tambahan yang masih dalam tahap uji 

coba juga memenuhi kriteria Perjanjian Kerja Waktu Tidak 

Tertentu (PKWTT). Contoh lain dari jenis pekerjaan yang 

memenuhi kriteria PKWTT adalah pekerjaan yang 

berhubungan dengan produk, kegiatan, atau produk tambahan 

yang sedang dalam tahap uji coba. Contoh pekerjaan tersebut 

adalah pekerjaan "produk tambahan".
12

 

                                                           
10

 Abdul Rahman Kanang, ―Implementasi Undang-Undang 

Ketenagakerjaan dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap 

Eksploitasi Pekerja Anak di Kawasan Industri Makassar‖, Jurnal 

Ushuluddin, Volume 21 Nomor 2 (2017), hlm. 49. 
11

 Republik Indonesia, Pasal 56 s.d. 62. 
12

 Republik Indonesia, Pasal 59 ayat (1). 
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Karyawan dengan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu 

(PKWT) tidak memenuhi persyaratan untuk menjadi 

karyawan tetap. Pekerjaan yang tidak terikat dengan jangka 

waktu tertentu atau tidak terpengaruh oleh perubahan musim 

dikategorikan sebagai pekerjaan tetap. Pekerjaan tetap tidak 

memiliki kriteria khusus yang membatasinya. Sebaliknya, 

Jika pekerjaan tersebut tidak terikat waktu dan merupakan 

bagian integral dari proses produksi, tetapi tergantung pada 

kondisi cuaca atau keadaan tertentu, maka pekerjaan tersebut 

diklasifikasikan sebagai pekerjaan musiman. Pekerjaan 

musiman, tidak seperti pekerjaan tetap, dapat termasuk dalam 

cakupan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT). 

Perbedaan antara pekerjaan tetap dan musiman terletak pada 

seberapa besar kontribusinya terhadap keseluruhan proses 

produksi.
 13

 

Proses manufaktur secara keseluruhan sangat penting. 

Perlu diperhatikan bahwa syarat-syarat yang ditetapkan 

dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan tidak dianggap 

sebagai bagian dari kontrak hukum, melainkan sebagai 

bagian dari hukum perburuhan. Dengan kata lain, aturan 

dalam perjanjian kerja bukanlah tambahan undang-undang, 

tetapi memiliki kekuatan hukum karena ketentuan perjanjian 

kerja yang mengikat. Dengan demikan masing-masing pihak-

                                                           
13

 Republik Indonesia, Pasal 59 ayat 2, ayat 3, ayat 4, ayat 5, 

ayat 6, ayat 7, ayat 8, dan ayat 9. 
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pihak yang terikat dalam perjanjian kerja tidak boleh 

melanggar peraturan hukum ketenagakerjaan yang berlaku.
14

 

Selama beberapa waktu terakhir, Penyebaran pandemi 

COVID-19 secara global, termasuk di Indonesia, telah 

menyebabkan banyak bisnis mengalami kegagalan dan 

bahkan penutupan. Dampak dari situasi ini secara langsung 

menyebabkan ketegangan atau pemutusan hubungan antara 

karyawan. Akibatnya, jumlah perselisihan perburuhan yang 

terkait dengan pemutusan hubungan kerja atau PHK yang 

dilakukan oleh pengusaha kepada pekerja sangat meningkat 

pesat. 

Merujuk pada Undang-undang nomor 2 Tahun 2004 

tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial 

(PPHI), perkara atau dapat diartikan sebagai perselisihan 

dalam hubungan industrial khususnya dalam bidang 

hubungan kerja dapat mencakup perkara mengenai hak dan 

kepentingan, perkara PHK, serta perselisihan antara 

karyawan dan serikat pekerja dalam satu organisasi. 

Pengadilan Perselisihan Hubungan Industrial telah berperan 

penting dalam menyelesaikan konflik antara kedua belah 

pihak. 

                                                           
14

 Haifa Khairunnisza, ―Implikasi Hukum Terhadap Perubahan 

Status Hubungan Kerja Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) 

Menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT)‖ (Tesis, Universitas 

Hasanudin, 2021), hlm. 5. 
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Sepanjangan tahun 2020 ada 23 kasus pemutusan hubungan 

kerja yang diajukan ke Pengadilan Hubungan Industrial Pada 

Pengadilan Negeri Yogyakarta pada tahun 2020 di Provinsi 

Daerah Istimewa Yogyakarta. Pada tahun 2021, terdapat 80 

kasus. Pemutusan Hubungan Kerja sepihak (PHK) 

merupakan masalah yang terus terjadi dan dihadapi oleh para 

pekerja. Terbukti Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja 

merupakan perselisihan yang paling sering terjadi dan banyak 

ditangani di Pengadilan Negeri Yogyakarta. Sekalipun telah 

diatur dalam regulasi, pada kenyataannya terdapat perbedaan 

antara teori dan implementasinya di lapangan. Seperti pada 

kasus dalam Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta No. 

19/Pdt. Sus-PHI/2020/PN Yyk Jo. Putusan Kasasi Mahkamah 

Agung No. 606 K/Rev. Sus-PHI/2021 merupakan salah satu 

putusan yang menimbulkan pertanyaan tentang pemutusan 

hubungan kerja pada tahun 2021. Perusahaan yang menjadi 

Tergugat dalam kasus ini menerapkan sistem kontrak kerja 

yang tidak sesuai dengan regulasi yang ada.  

Pemutusan hubungan kerja menandai awal dari 

kesulitan bagi para pekerja, karena pemutusan hubungan 

kerja mengakibatkan hilangnya sumber mata pencaharian 

mereka.
15

 Ketidaksepakatan yang menghasilkan kesepakatan 

                                                           
15

 Sri Zulhartati, ―Pengaruh Pemutusan Hubungan Kerja 

Terhadap Karyawan Perusahaan,‖ Jurnal Sosiologi dan Humaniora 1(1) 

(2010), hlm. 80. 
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pesangon akan memberikan dampak kepada semua pihak 

yang terlibat, terutama karyawan yang dalam konteks 

ekonomi dianggap berada dalam posisi yang lebih rentan 

daripada pemberi kerja. Dalam situasi pemutusan hubungan 

kerja, karyawan yang di-PHK akan menghadapi konsekuensi 

psikologis, ekonomi, dan keuangan yang signifikan. 

Menemukan pekerjaan baru bukanlah hal yang mudah, 

terutama di era saat ini. Oleh karena itu, sebelum 

memperoleh pekerjaan baru, karyawan yang telah di-PHK 

memiliki kesempatan untuk mendapatkan dukungan 

keuangan melalui paket pesangon, baik untuk diri mereka 

sendiri maupun keluarga mereka.
16

 

Dalam kaitan ini, Islam sebagai agama rahmatan lil 

‘alamiin, rahmat bagi keseluruhan alam. Tidak ada satu aspek 

pun di dunia ini yang tidak dibahas atau diabaikan dalam 

Islam. Demikian pula, masalah ketenagakerjaan tidak 

dikecualikan dari hal ini. Di antara ayat-ayat Al-Qur'an yang 

membahas masalah ketenagakerjaan, yaitu pada surat At-

Taubah ayat 105 yang menggariskan kewajiban bagi 

buruh/tenaga kerja. 

ًقم اعًهٌا فسْسٍ الله عًهكى ًزسٌنو ًانًؤينٌٌ ًستسدًٌ 

 17إنَ عبنى انغْت ًانشيبدح فْنجئكى ثًب كنتى تعًهٌٌ
 

                                                           
16

 Zulhartati, hlm. 80. 
17

 QS. At Taubah (9): 105. 
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Dalam Islam, prinsip utama dalam kehidupan umat 

manusia adalah Allah SWT. yang merupakan zat Yang Maha 

Esa. Ia adalah satu-satunya Tuhan dan Pencipta alam 

semesta, sekaligus pemilik, penguasa serta pemelihara 

tunggal hidup dan kehidupan seluruh makhluk yang tiada 

bandingan dan tandingan, baik di dunia maupun di akhirat. 

Manusia adalah ciptaan Allah SWT yang dirancang dengan 

sempurna sesuai dengan fitrahnya dalam menjalani 

kehidupan di dunia. Sebagai khalifah-Nya, manusia memiliki 

tanggung jawab besar untuk memperhatikan cara terbaik 

dalam mengelola seluruh alam semesta dengan tujuan 

kebaikan dan kesejahteraan semua makhluk, termasuk 

hewan.
18

  

Islam memberikan penekanan yang besar terhadap 

etos kerja dan memberikan banyak kepentingan dalam hal ini. 

Dalam sebuah hadis, ditegaskan bahwa seseorang diwajibkan 

untuk memberikan upah kepada pekerja atau buruh setelah 

mereka bekerja, sebelum keringat mereka mengering. Hal ini 

menunjukkan pentingnya memberikan pembayaran yang 

layak kepada mereka yang telah berkontribusi dengan kerja 

keras. Selain itu, agama Islam juga mengajarkan sikap yang 

harus dimiliki oleh individu terhadap karyawan mereka. 

Hubungan antara seorang pekerja dan majikannya diibaratkan 

                                                           
18

 Adiwarman Karim, Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam 

(Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 3. 
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sebagai hubungan saudara kandung. Dalam Islam, tidak ada 

perlakuan istimewa atau perlakuan yang tidak menyenangkan 

terhadap pekerja, karena mereka telah berperan dalam 

meningkatkan kondisi kerja kita.
19

 

Hal menarik dari kajian penulis ialah adanya 

penggugat yang bernama Afrida yang satu itu mengambil cuti 

dikarenakan kehamilan dan kelahiran daria anaknya. Namun 

dari pihak tergugat tidak memberikan sedikitpun upah hasil 

keterikatan kontraknya sehingga dilakukanlah gugatan yang 

disematkan oleh Afrida kepada pihak pengadilan. Saat itu 

juga Hakim mengabulkan permohonan dari pihak penggugat. 

Selanjutnya, terdapat hak pekerja berubah dari putusan PN 

dengan Putusan Kasasi berbeda dan di Kasasi nominalnya 

turun karena pandemic Covid. Hemat penulis, dengan kasus 

tersebut memberikan suatu ketidakadilan terhadap penegakan 

hokum yang telah diputuskan.  

Putusan hakim yang mencerminkan kepastian hukum 

tentunya dalam proses penyelesaian perkara dalam 

persidangan memiliki peran untuk menemukan hukum yang 

tepat. Hakim dalam menjatuhkan putusan tidak hanya 

mengacu pada undang-undang saja, sebab kemungkinan 

undang-undang tidak mengatur secara jelas, sehingga hakim 

dituntut untuk dapat menggali nilai-nilai hukum seperti 

                                                           
19

 Siti Zulaichah, ―Pemutusan Hubungan Kerja Sepihak 

Ditinjau dari HukumKetenagakerjaan dan Hukum Islam,‖ Journal of 

Islamic Business Law 3(4) (2019), hlm. 3. 
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hukum adat dan hukum tidak tertulis yang hidup dalam 

masyarakat. Dalam hal tersebut hakim wajib menggali dan 

merumuskannya dalam suatu putusan.
20

  

Putusan hakim tersebut merupakan bagian dari proses 

penegakkan hukum yang memiliki salah satu tujuan yakni 

kebenaran hukum atau terwujudnya kepastian hukum. 

Kepastian hukum yang dituangkan dalam putusan hakim 

merupakan produk penegak hukum yang didasarkan pada 

fakta-fakta persidangan yang relevan secara yuridis dari hasil 

proses penyelesaian perkara dalam persidangan. 

Putusan hakim yang mencerminkan kemanfaatan 

adalah ketika hakim tidak saja menerapkan hukum secara 

tekstual, akan tetapi putusan tersebut dapat dieksekusi secara 

nyata sehingga memberikan kemanfaatan bagi kepentingan 

pihak-pihak yang berperkara dan kemanfaatan bagi 

masyarakat pada umumnya. Putusan yang dikeluarkan hakim 

merupakan hukum yang mana harus memelihara 

keseimbangan dalam masyarakat, agar masyarakat kembali 

memiliki kepercayaan kepada aparat penegak hukum secara 

utuh.
21

 

Hakim dalam pertimbangan hukumnya dengan nalar 

yang baik dapat memutus suatu perkara dengan 

                                                           
20

 Abdul Manan, Penerapan Hukum Acara Perdata di 

Peradilan Agama, (Jakarta:Kencana, 2012), hlm. 291. 
21

 Margono, Asas Keadilan,Kemanfaatan dan Kepastian 

Hukum dalam Putusan Hakim, (Jakarta:Sinar Grafika, 2012), hlm. 37. 
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menempatkan putusan kapan berada lebih dekat dengan 

keadilan dan kapan lebih dekat dengan kepastian hukum. 

Pada dasarnya asas kemanfaatan bertempat di antara keadilan 

dan kepastian hukum, dimana hakim lebih menilai kepada 

tujuan atau kegunaan dari hukum itu pada kepentingan 

masyarakat. Penekanan asas kemanfaatan lebih cenderung 

bernuansa ekonomi. Dasar pemikirannya bahwa hukum 

adalah untuk masyarakat atau orang banyak, oleh karena itu 

tujuan hidup harus berguna untuk manusia. 

Dari situlah penulis berkeinginan melakuak 

penelusuran lebih mendalam terkait perselisihan perihal 

Pemutusan Hubungan Kerja melalui Putusan Pengadilan 

Hubungan Industrial pada PN (Pengadilan Negeri) 

Yogyakarta Nomor 19/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Yyk Jo. 

Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 606 K/Pdt.Sus-

PHI/2021, perlu dikaji dalam perspektif sosiologi hukum.  

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang dipaparkan di 

atas, rumusan permasalahan dalam penelitian ini sebagai 

berikut. 

1. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam dan Sosiologi 

Hukum terhadap hak-hak pekerja akibat pada PHK 

(Pemutusan Hubungan kerja) dengan PKWT 

(Perjanjian Kerja Waktu Tertentu) dalam putusan 

perkara Nomor 19/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Yyk Jo. 
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Putusan Mahkamah Agung Nomor 606 K/Pdt.Sus-

PHI/2021? 

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Dengan rumusan masalah yang telah dikemukakan di 

atas, tujuan penelitian ini sebagai berikut. 

a. Untuk memperoleh wawasan yang lebih mendalam 

mengenai pandangan sosiologi hukum terkait 

pemutusan hubungan kerja (PHK) melalui Perjanjian 

Kerja Waktu Tertentu (PKWT) terhadap Putusan 

Perkara Nomor 19/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Yyk Jo. 

Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 606 

K/Pdt.Sus-PHI/2021. 

2. Kegunaan Penelitian 

a. Secara teoretis, penelitian ini bagi kalangan 

akademik agar dapat memberikan sumbangsih 

dalam tataran ilmu pengetahuan, memperbanyak 

prespektif terhadap penelitian terdahulu yang 

sudah dilakukan yang nantinya mampu menjadi 

tolak ukur penelitian berikutnya. 

b. Secara praktis, penelitian ini bagi penulis 

merupakan wujud mengejawantahkan ilmu serta 

teori yang didapatkan sepanjang proses belajar 

mengajar, sehingga dapat memperkaya 
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pemahaman teori penulis serta praktik di 

lapangan. 

c. Secara praktis, bagi masyarakat umumnya, baik 

pengusaha maupun pekerja, secara praktis 

penelitian diharapkan mampu memberikan 

wawasan agar masyarakat dapat mengetahui dan 

melaksanakan perjanjian kerja sesuai dengan 

normatif-yuridis.  

D. Telaah Pustaka 

Pembahasan mengenai prespektif hukum nasional 

(positif) dan prespektif dalam tataran ajaran hukum 

agama islam terhadap pemutusan hubungan industrial 

khususnya perihal semgketa dalam hubungan kerja yang 

telah banyak berubah dalam status perjanjian kerja, 

penulis berupaya untuk menemukan sebuah penelitian 

yang baru dan memperbarui penelitian yang sudah ada 

sebelumnya. Dalam penelitian ini, penulis melakukan 

penelusuran terhadap hasil karya atau penelitian 

terdahulu yang berkaitan dengan kajian penelitian. 

Adapun literatur yang berhubungan dengan 

permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut. 

Dilihat dari variabel perjanjian kerja, Evi 

Rosmanasari
22

 memfokuskan pengkajiannya pada  

                                                           
22

 Evi Rosmanasari, ―Pelaksanaan Perlindungan Hukum 

Terhadap Tenaga Kerja Outsourcing PT Indah Karya Nuansa Indonesia 
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perspektif hukum ketenagakerjaan Indonesia, terutama 

dalam konteks Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. 

Penelitaian tersebut menyimpulkan bahwa data 

menunjukkan bahwa penerapan praktik outsourcing 

berdampak negatif terhadap pekerja dan buruh 

outsourcing. Meskipun Undang-Undang 

Ketenagakerjaan telah mencoba mengatur praktik 

outsourcing, kesimpulan ini tetap berlaku. Hal ini 

disebabkan oleh ketidakjelasan mengenai sifat kejelasan 

status hubungan hukum ketengakerjaan antara pemberi 

kerja, penyedia jasa, dan pekerja/buruh yang outsourced. 

Variabel dari Nirmala
23

 dan Fithriatus Shalihah
24

 

yang melakukan sebuah kupasan terhadap efektivitas 

pelaksanaan kewajiban hukum para pelaku usaha terkait 

perjanjian kerja outsourcing pasca penerbitan Peraturan 

Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 19 

Tahun 2012, dan mengenai efektivitas Pasal 59 dalam 

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Nirmala dan 

Fithriatus Shalihah menemukan suatu kesimpulan 

terhadap penelitiannya bahwa kewajiban hukum pelaku 

                                                                                                                        
(PT Inkanindo) di PT Pertamina (Persero) UP-VI Balongan‖ (Tesis, 

Universitas Diponegoro, 2008). 
23

 Nirmala, ―Kewajiban Hukum Pelaku Usaha Outsourcing 

Berdasarkan Peraturan Ketenagakerjaan‖ (Tesis, Universitas Hasanudin, 

2015). 
24

 Fithriatus Shalihah, ―Perjanjian Kerja Waktu Tertentu 

(PKWT) dalam Hubungan Kerja Menurut Hukum Ketenagakerjaan 

Indonesia dalam Perspektif HAM,‖ UIR Law Review 1(2) (2017). 
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usaha yang mempekerjakan tenaga kerja outsourcing di 

dua kota tersebut belum terlaksana secara efektif serta 

pengawasan pemerintah juga tidak ideal. 

Selanjutnya, kajian yang datang dari Ida 

Hanifah
25

 pada tahun 2018 untuk Universitas Sumatera 

Utara. Perlindungan hukum bagi PRT ditelaah dalam 

disertasi ini melalui lensa ketentuan hukum dan 

hubungan kerja yang belum sepenuhnya diakomodasi 

oleh norma-norma kepastian hukum. Situasi ini muncul 

karena baik pemahaman mengenai perlindungan hukum 

bagi PRT yang secara konstitusional dilindungi oleh 

Pasal 28 UUD 1945, maupun pengaturan konstitusional 

mengenai perlindungan PRT belum secara eksplisit 

dituangkan ke dalam peraturan perundang-undangan. 

Status hukum upaya perlindungan pekerja rumah tangga 

belum ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan, 

yang berdampak pada tercapainya keadilan substantif 

bagi kebutuhan pekerja rumah tangga. Mengadopsi 

aturan atau regulasi yang secara eksplisit mengatur 

pekerja rumah tangga adalah model atau teknik terbaik 

untuk melindungi pekerja rumah tangga. 

                                                           
25

 Ida Hanifah, ―Perspektif Perlindungan Hukum Terhadap 

Hak-Hak Perdata Pekerja Rumah Tangga dalam Penegakan Sistem 

Hukum Ketenagakerjaan Nasional‖ (Disertasi, Universitas Sumatera 

Utara, 2018). 
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Berikutnya, tulisan yang dating dari Ana Riana
26

, 

ia menyimpulkan bahwasanya (1) Kontrak kerja terhadap 

pekerja waktu tertentu / karyawan tidak tetap yang 

didasarkan atas perjanjian kerja dalam peraturan hukum 

yang ada, (2) Kontrak kerja terhadap pekerja waktu 

tertentu / karyawan tidak tetap yang tidak sesuai dengan 

peraturan perundangan yang ada. Adapun dalam kajian 

ajaran agama islam kontrak kerja disebut sebagai ijarah 

yang secara formil dalam PT WH Telekomunikasi telah 

sesuai rukun dan syaratnya dalam ijarah. Muhammad 

Regen
27

. Dalam penelitiannya, Regen mengungkapkan 

bahwa Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) dan 

Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) 

merupakan dua jenis perjanjian kerja yang berbeda yang 

dapat dibedakan berdasarkan jumlah waktu yang 

ditentukan dalam perjanjian kerja. Ditemukan bahwa 

undang-undang hukum yang ada, salah satunya mengatur 

kontrak kerja, kurang mampu memberikan pengawasan 

yang memadai, sehingga menyebabkan terjadinya 

hambatan dalam proses pengawasan. Kontrak untuk 

pekerjaan yang tidak mencantumkan kejelasan yang 

                                                           
26

 Ana Riana, ―Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) di 

Perusahaan PT WH Telekomunikasi dan Pengawasannya oleh 

Dinaskertrans DIY Menurut Hukum Islam‖ (Tesis, Universitas Islam 

Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2019). 
27

 Muhammad Regen Pohan, ―Perlindungan Hukum Terhadap 

Pekerja dalam Perjanjian Kerja Waktu Tertentu: Menurut Hukum 

Ketenagakerjaan,‖ MLJ Merdeka Law Journal 1(2) (2020): 60–71. 
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memadai tentang sifat pekerjaan yang dilakukan, 

sehingga tidak memungkinkan untuk melakukan 

pemantauan di lokasi pekerjaan. 

Ditinjau dari persepktif Hukum Islam dan Hukum 

Positif, penelitian Rizky Dwi Rochmah
28

 Marsha Chikita 

Widyarini
29

, Haifa Khairunnisza.
30

 menuturkan Apabila 

hak-hak pekerja dan buruh Indomaret terpenuhi tanpa 

adanya unsur paksaan, dengan persetujuan bersama 

antara karyawan dan majikan, dan sesuai dengan 

keterampilan yang dimiliki, hal tersebut sesuai dengan 

perspektif Hukum Islam. Sementara itu, jika dilihat dari 

perspektif Undang-Undang Ketenagakerjaan Indonesia, 

implementasi isi perjanjian kerja telah dilakukan dengan 

baik. Hal ini mencakup pengaturan jam kerja dan 

penyediaan jaminan sosial sesuai dengan ketentuan yang 

ada dalam Peraturan Perundang-undangan 

Ketenagakerjaan Indonesia.  

Berikutnya, Tesis yang ditulis oleh Suwarto yang 

berjudul "Perlindungan Hukum Terhadap Jaminan Sosial 

                                                           
28

 Rizky Dwi Rochmah, ―Hak Pekerja Indomaret Dalam 

Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Kajian Perspektif Hukum Islam dan 

Hukum Ketenagakerjaan Di Indonesia,‖ Journal of Islamic Business Law 

4(3) (2020): 12, hlm. 41. 
29

 Marsha Chikita Widyarini, ―Perlindungan Hukum Terhadap 

Pekerja dengan Status Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Pada PT Fajar 

Graha Pena di Kota Makassar‖ (Tesis, Universitas Hasanudin, 2021). 
30

 Khairunnisza, ―Implikasi Hukum Terhadap Perubahan Status 

Hubungan Kerja Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) 

Menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT).‖ 
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Tenaga Kerja Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 

1992 (Studi Kasus di PT Tupai Adyamas Indonesia di 

Kabupaten Boyolali)" di Universitas Muhammadiyah 

Surakarta pada tahun 2006. Tesis ini meneliti apakah 

pelaksanaan pemberian jaminan sosial tenaga kerja di 

Kabupaten Boyolali telah sesuai dengan Undang-Undang 

Nomor 3 Tahun 1992 dan untuk mengetahui apakah 

pelaksanaan pemberian jaminan sosial tenaga kerja di 

Kabupaten Boyolali telah memberikan perlindungan 

hukum baik bagi tenaga kerja maupun bagi perusahaan. 

Pelaksanaan penyelenggaraan jaminan sosial tenaga 

kerja di Kabupaten Boyolali telah sesuai dengan 

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992, khususnya bagi 

perusahaan industri menengah dan besar. Pelaksanaan 

jaminan sosial tenaga kerja meliputi Jaminan Kecelakaan 

Kerja, Jaminan Kematian, Jaminan Hari Tua, dan 

Jaminan Pemeliharaan Kesehatan. Pelaksanaan 

penyelenggaraan jaminan sosial tenaga kerja di 

Kabupaten Boyolali telah memberikan perlindungan 

hukum bagi tenaga kerja dan perusahaan, khususnya bagi 

perusahaan industri menengah dan besar. Perusahaan 

industri kecil dan menengah serta perusahaan industri 

menengah belum mendapatkan perlindungan hukum 

karena belum menjadi peserta jamsostek.
31

 

                                                           
31

 Suwarto, ―Perlindungan Hukum Tentang Jaminan Sosial 
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Selanjutnya, kajian oleh Yuliana Yuli W, dkk
32

. 

Penelitian tersebut menyimpulkan bahwa saat ini masih 

terdapat beberapa perusahaan yang masih mencantumkan 

dalil perjanjian kerja antara perusahaan dengan karyawan 

yang bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 13 

Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yaitu apabila salah 

satu perusahaan tidak membayar cuti karyawan yang 

tidak diambil atau dibatalkan, maka karyawan berhak 

mendapatkan ganti rugi sesuai dengan ketentuan 

perundang-undangan. 

Variabel berikutnya ialah tesis yang ditulis oleh 

Yuniarto Wiryo Nugroho yang berjudul Problematika 

Pengusaha dan Pekerja/Buruh Terhadap Upah Proses 

Pascaputusan Pemutusan Hubungan Kerja (Studi 

Putusan Mahkamah Konstitusi NO.37/PUU-IX/2011) 

pada Universitas Narotama Surabaya 2012. Tesis ini 

membahas salah satu perselisihan mengenai upah, yakni 

problematika pengusaha dan pekerja/buruh terhadap 

upah proses pascaputusan pemutusan hubungan kerja. 

Penelitian ini difokuskan pada, pertama, pembahasan 

tentang analisis yang dapat diambil dari Putusan 

                                                                                                                        
Tenaga Kerja Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 (Studi 

Kasus Di PT Tupai Adyamas Indonesia Kabupaten Boyolali)‖ (Tesis, 

Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2006). 
32

 Yuliana Yuli W, Sulastri, dan Dwi Aryanti Ramadhani, 

―Implementasi Undang-Undang Ketenagakerjaan dalam Perjanjian Kerja 

Antara Perusahaan dan Tenaga Kerja di Perseroan Terbatas (PT),‖ Yuridis 

5(2) (2018). 
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Mahkamah Konstitusi No. 37/PUU-IX/2011 mengenai 

kewenangan Mahkamah Konstitusi, Kedudukan dan Hak 

Konstitusional para pemohon, dasar pertimbangan 

mengenai upah proses kemudian penjelasan Mahkamah 

Konstitusi; kedua, mengenai dampak atas Putusan 

Mahkamah Konstitusi terhadap pengusaha dan 

pekerja/buruh.
33

 

Selanjutnya, penelitian yang ditulis oleh 

Penelitian oleh Syafrida, dkk
34

 dan Moh. Muslim
35

 

menemukan kesimpulannya adalah perusahaan memang 

dapat melakukan pemutusan hubungan kerja di masa 

Covid-19 dengan menggunakan alasan "Overmacht" 

(keadaan kahar), jika dapat membuktikan bahwa akibat 

pandemi, perusahaan tidak mampu lagi memenuhi 

kewajibannya kepada pekerja. Perusahaan yang tidak 

mampu memenuhi kewajibannya kepada pekerja dapat 

dinyatakan pailit, dan aset perusahaan yang disita 

selanjutnya dapat dijual atau dilelang untuk 

memprioritaskan pembayaran hak-hak pekerja. 

                                                           
33

 0202/8/02  
34

 Syafrida, Safrizal, dan Reni Suryani, ―Pemutusan Hubungan 

Kerja Masa Pandemi Covid- 19 Perusahaan Terancam Dapat 

Dipailitkan,‖ Pamulang Law Review 3(1) (2020), hlm. 19. 
35

 Moh. Muslim, ―PHK pada Masa Pandemi Covid-19,‖ 

ESENSI: Jurnal Manajemen Bisnis 23(3) (2020), hlm. 357. 
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Sementara itu, Yayuk Sugiarti dan Asri 

Wijayanti
36

 melakukan kajiannya dengan menunjukkan 

bahwa pandemi Covid-19 tidak dapat dianggap sebagai 

dasar yang sah untuk menggunakan alasan keadaan 

kahar, karena pandemi tersebut bersifat sementara dan 

tidak terus-menerus. Kesimpulan yang dapat diambil 

adalah pemutusan hubungan kerja berdasarkan keadaan 

kahar pada masa pandemi Covid-19 tidak dapat 

dibenarkan, dan pekerja harus tetap diberikan hak-

haknya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 

2003. 

Sementara itu, fokus penelitian ini adalah 

perubahan status PKWT (Perjanjian Kerja Waktu 

Tertentu) menjadi PKWTT (Perjanjian Kerja Waktu 

Tidak Tertentu) yang tentunya akan memiliki implikasi 

hukum dan berpengaruh pada hak-hak pekerja. Objek 

material dalam penelitian ini berbeda dengan studi 

terdahulu, yaitu Putusan Pengadilan Hubungan Industrial 

pada Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 19/Pdt.Sus-

PHI/2020/PN Yyk Jo. Putusan Mahkamah Agung 

Nomor 606 K/Pdt.Sus-PHI/2021 dan sampai saat ini 

putusan tersebut belum dipergunakan sebagai objek 

                                                           
36

 Yayuk Sugiarti dan Asri Wijayanti, ―Keabsahan Pemutusan 

Hubungan Kerja Karena Force Majeur di Masa Pandemi Covid-19,‖ 

Justitia Jurnal Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah 

Surabaya 4(2) (2020), hlm. 250. 
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penelitian. Selain itu, penelitian ini merupakan studi 

kasus dengan melakukan analisis dalam tinjauan hukum 

Islam terhadap Putusan Pengadilan Hubungan Industrial 

pada Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 19/Pdt.Sus-

PHI/2020/PN Yyk Jo. Putusan Mahkamah Agung 

Nomor 606 K/Pdt.Sus-PHI/2021. Walaupun demikian, 

kedua puluh studi terdahulu akan dimanfaatkan untuk 

memperdalam fokus masalah dalam penelitian ini. 

Dengan uraian di atas, Elemen-elemen yang 

mengarah pada plagiarisme dalam penelitian sebelumnya 

dapat dihindari. Terlepas dari adanya kesamaan atau 

kemiripan dengan temuan penelitian sebelumnya, 

penelitian ini memiliki aspek-aspek yang berbeda seperti 

yang telah dijelaskan sebelumnya. 

E. Kerangka Teoretik 

Pemaknaan teoriaadalah sebuah kumpulanayang 

memilikiaketerkaitan secara rasionaladan sistematis, 

merupakanacerminan dari idiosinkrasi, sifat, atau 

sebuahabenda. Di dalam teoriaharus memuat sistem, 

mekanisme, pernyataan,danapengertian, 

selanjutnyaadigunakan untukamengeksplorasi dan 

menginvestigasiafenomena hak-hak pekerja37. Fenomena 

iniamerupakan suatu kajian sosiologiadikarenakan titik 

                                                           
37

 M. Wahid Nur Tualeka, ―Teori Konflik Sosiologi Klasik dan 

Modern,‖ Jurnal Al-Hikmah, Vol. 3, No. 1 (Januari, 2017), hlm. 33. 
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balikadari sosiologi adalah padaakehidupan sebuah 

masyarakat atauatindakan sosialakemasyarakatan. 

Soerjono Soekanto dalammbukunya Sosiologi 

SuatumPengantar mengemukakan bahwamsosiologi 

diartikan sebagaiasebuah keilmuanayang mengkaji 

terkaitafenomena yang bersifat umumayang terdapat 

padaahubungan seorangamanusia, 

kontruksiakemasyarakatan, dansistem-sistemasosial, juga 

berkaitan denganatranformasi atau peralihan 

bidangasosial lainnya, seperti ekonomi, hukum,iagama, 

dan lainnya.38 

Berbeda dengan Soerjono, Sudirman Tebba 

memaknai sosiologi sebagai sebuah keilmuan yang 

sistematis dan praktik, dimana didalamnya mengamati 

kejadian-kejadian hukum beserta pengaruhnya terhadap 

sosial, artinya hukum pada konteks ini digunakan 

sebagai pisau analitis untuk meninjau dan menelaah 

tindakan sosial dalam masyarakat.39 

Dapat disimpulkan bahwa teori sosiologi ialah 

sebuah bidang kajian keilmuan yang digunakan untuk 

menyelidiki dan membahas terkait berbagai kehidupan 

                                                           
38

 Soerjono Sukanto, Sosiologi Suatu Pengantar (Jakarta: Raja 

Grafindo Persada, 2014), hlm. 61.  
39

 Sudirman Tebba, Sosiologi Hukum Islam (Jakarta: UII Press, 

2003), hlm. 1. 
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serta pengaruhnya dalam tatanan masyarakat, baik yang 

berkaitan dengan struktur, unsur, sosialiasasi ataupun 

perubahan social kemasyarakatan. Pada pengkajian yang 

penulis lakukan ini, penulis mengaplikasikanadua teori, 

yaitu teori konflik dan teori perubahan sosial. 

1. Teori Konflik 

Teori konflikaadalah sebuah teori 

yangamasuk padaastruktur hubunganasosial-

kemasyarakat yangasifatnya disosiatif (antogonistis, 

berseberangan atauainkompatibel), yang tidak 

dapataterlepas dari hidup dan kehidupanaumat 

manusia. Suatu konflikadalam structural kenegaraan 

apabilaatidak secara langsung dicarikanasolusi dan 

alternatifnya, maka akan menimbulkanasebuah 

pertikaian dan disentegrasi yang besar. Pun 

demikian dengan fenomena hak-hak pekerja akibat 

pada PHK (Pemutusan Hubungan kerja) dengan 

PKWT (Perjanjian Kerja Waktu Tertentu) dalam 

putusan perkara Nomor 19/Pdt.Sus-PHI/2020/PN 

Yyk Jo. Putusan Mahkamah Agung Nomor 606 

K/Pdt.Sus-PHI/2021. 

Dalam membaca problematika hak-hak 

pekerja akibat pada PHK (Pemutusan Hubungan 

kerja) dengan PKWT (Perjanjian Kerja Waktu 
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Tertentu) dalam putusan perkara Nomor 19/Pdt.Sus-

PHI/2020/PN Yyk Jo. Putusan Mahkamah Agung 

Nomor 606 K/Pdt.Sus-PHI/2021 penulis 

menggunakan teori konflik Karl Marx. Ia 

memandang bahwa teori konflik adalah bagian dari 

sebuah pertentanganakelas. Dari sudutapandang itu, 

Marx memperkenalkan konsepastruktur kelas di 

masyarakat. TeoriaMarx melihat 

masyarakatasebagai arena ketimpangan (inequality) 

yangadapat memicuakonflik dan perubahanasosial. 

Marx menilaiakonflik di masyarakat 

berkaitanadengan adanya kelompokayang berkuasa 

dan dikuasai. Di teoriaMarx, konflik kelasadipicu 

oleh pertentangan kepentingan.  

Konflikadalamaperspektif  sosiologi  

adalahmsebagai  cara  atau  alat  

untukmmempersatukan dan bahkanmmempertegas  

sistemmsosial  yang  adamdalam  masyarakat. Ada 

duamasumsi yang mendasari   munculnyamkonflik, 

yaitu:  

a. Asumsi  teoritis  struktural  

fungsionalmkonflik:  

1. Masyarakatmterbentuk atas dasar 

konsensusawarga  masyarakat. 
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2. Anggota  masyarakata memiliki  

komitmenabersama  tentang:  nilai,  

normamdan  kebudayaan  yang  harusmditaati  

dan  dipeliharambersama. 

3. Hubungan  antarmanggota  

masyarakatmbersifat  kohesif (koneksi). 

b. Asumsi  teoritisastruktural  konflik:  

1. Masyarakat  terbentukaatas  dasar  

konflikakepentingan. 

2. Dorongan anggotaamasyarakat untuk 

menghasilkan perubahan. 

3. Hubungan antarmwarga masyarakatabersifat 

devisive (memecah belah). 

Dari  paparanadi atas  secaraasingkat  dapat  

disimpulkanasebagai  berikut: Pertama,  

konflikasebagaimana  konsensusamerupakan  realitas  

sosialayang  terdapat  di dalamamasyarakat. Konflik   

merupakanaunsur  dasar  manusia,  olehakarenaitu 

pertentanganatidak  dapatadilenyapkan  dari   

kehidupanamanusia.  Konflikamerupakan 

perselisihanamengenai nilai-nilai atauatuntutan-

tuntutan  yang  berkenaanmdengan status, kekuasaan  

danasumber-sumber  kekayaanayang  persdiaanya  

terbatas.  Konflik  dapatmbersifat  individual,  

kelompokmataupun  kombinasi  keduanya. Yang  
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jelasabaik  yangabersifat  intraamaupun  yang  antar  

kelompokasenantiasa  ada  dalamakehidupan  

bersama di  masyarakat. 

Selanjutnya, Pruitt dan Rubin memberikan 

sebuah definisi bahwa konflik sebagai suatu 

pemahaman terkait adanya kepentingan yang berbeda. 

Pada tahapan ini, kepentingan dimaknai sebagai suatu 

sikap antogonisme, perbedaan yang hendak ingin 

dicapai, ataupun tujuan yang dicita-citakan. Wujud 

dari sebuah kepentingan dapat memuat beberapa hal, 

antara lain: adanya jaminan keamanan dari sebuah 

intimidasi, terdapat hasrat memperoleh sebuah 

kekuasaan, dan kehidupan yangalebih baik.40 

Berkaitan dengan kehidupan yangalebih baik, 

setiap rumah tangga tentunya menginginkan hal 

demikian. Setiap konflik yang ada harus segera 

dicarikan solusi dan alternatifnya, sehingga tidak 

sampai menyebabkan konflik yang lebih besar. 

2. Sosiologi Hukum 

Sosiologi hukum merupakan suatu ilmu 

pengetahuan yang baru, dimana gabungan antara ilmu 

                                                           
40

 Mohammad Syawaludin, ―Memaknai Konflik Dalam 

Perspektif Sosiologi Melalui Pendekatan Fungsional,‖ Jurnal Tamaddun, 

Vol. 14, No. 1 (2014), hlm. 3. 
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sosiologi dan hukum, antara sosiologi dan hukum 

merupakan ilmu yang berbeda karena sosiologi 

merupakan ilmu yang menguraikan masalah-masalah 

yang terjadi didalam masyarakat baik secara individu 

maupun kelompok, sedangkan hukum merupakan 

ilmu yang berupa norma-norma dan sanksi dengan 

bertujuan untuk mengendalikan tingkah laku manusia 

dengan bertujuan menjaga ketertiban, keadilan dan 

mencegah kekacauan. Pertumbuhan budaya dan 

gejala-gejala sosial pada sebuah masyarakat adalah 

hal yang alami, budaya tersebut akan menyesuaikan 

tempat dan waktu. Suatu daerah akan memiliki 

budaya tertentu yang di pengaruhi dengan letak 

geografisnya, ia pun akan mengalami perubahan 

seiring dengan berlangsungnya perubahan waktu, 

perubahan budaya dan gejala sosial pada masyarakat 

sebetulnya lebih dipengaruhi 

kecondongankecondongan masyarakatnya untuk 

melakukan sesuatu. 

Pada penelitian ini, penulis menggunakan teori 

sosiologinya Emile Durkhem. Sebagai seorang 

sosiolog, ia amat terikat pada penggunaan metodologi 

empiris. Dalam mengungkap idenya tentang hukum, 

Durkheim bertolak dari penemuan yang terjadi dalam 

masyarakat. Dengan metode empirisnya, ia melihat 
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jenis-jenis hukum dengan tipe solidaritas dalam 

masyarakat. Ia membuat perbedaan antara hukum 

yang menindak dengan hukum yang mengganti, atau 

Repressive dengan Restitutive. Menurut Durkheim, 

hukum dirumuskan sebagai suatu kaidah yang 

bersanksi. Berat ringannya suatu sanksi tergantung 

kepada suatu pelanggaran dan anggapan masyarakat 

sendiri tentang sanksi tersebut. 

Selain itu, Dalam sosiologi hukum yang 

menjadi pembahasan adalah pengaruh timbal balik 

antara perubahan hukum dan masyarakat. Perubahan 

hukum dapat mempengaruhi masyarakat, dan 

sebaliknya perubahan masyarakat dapat menyebabkan 

terjadinya perubahan hukum. Menurut zanden 

perubahan sosial pada dasarnya adalah perubahan 

dasar dalam pola budaya, struktur dan perilaku sosial 

sepanjang tahun. 

Terdapat dua aspek kerja hukum dalam 

hubungannya dengan perubahan sosial antara lain:  

a. Hukum sebagai sarana kontrol sosial: sebagai suatu 

proses yang dilakukan untuk mempengaruhi orang-

orang atau masyarakat agar bertingkah laku sesuai 

dengan harapan hukum yang sebenarnya. 
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b. Hukum sebagai sarana kontrol enginering: 

penggunaan hukum secara sadar untuk mencapai 

suatu tertib hukum atau keadaan masyarakat yang 

sesuai dengan cita-cita dan perubahan yang 

diinginkan.
41

 

3. Akad Musyarakah 

Istilah lain dari Musyarakah adalah Syarikah 

atau Syirkah. Musyarakah menurut bahasa berarti ―al-

ikhtilath‖ yang artinya campur atau percampuran. 

Maksud dari percampuran yakni seseorang 

mencampurkan hartanya dengan harta orang lain 

sehingga antara bagian yang satu dengan lainnya sulit 

untuk dibedakan.
42

 Sedangkan menurut Kompilasi 

Hukum Ekonomi Syariah (KHES), Syirkah 

merupakan kerjasama antara dua orang atau lebih, 

dalam hal permodalan, keterampilan, kepercayaan 

dalam suatu usaha tertentu dengan pembagian 

keuntungan berdasarkan nisbah.
43

 Menurut T.M. 

Hasbi Ash Shiddieqy, Syirkah merupakan akad yang 

berlaku anatar dua orang atau lebih untuk 

                                                           
41

 Sodjono Dirdjosiswono, Sosiologi Hukum, Jakarta : CV. 

Rajawali, 1983, 76-77. 
42

 Rahmat Syafei, Fiqh Muamalah, (Bandung: Pustaka Setia, 

2011), hlm 183. 
43

 Mardani, Fiqh Ekonomi Syariah, (Jakarta: Prenada Media 

Group, 2012), hlm 218. 
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bekerjasama dalam suatu usaha dan membagi 

keuntungannya.
44

 

Menurut Fatwa DSN-MUI, Musyarakah 

adalah pembiayaan berdasarkan akad kerjasama 

antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, 

dimana masingmasing pihak memberikan konstribusi 

dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dan resiko 

akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan. 

45
Berdasarkan pengertian Musyarakah diatas 

Musyarakah adalah kerjasama antara dua orang atau 

lebih dalam suatu usaha tertentu dimana para pihak 

masingmasing memberikan konstribusi dana secara 

bersama-sama dalam keuntungan dan kerugian 

ditentukan sesuai perjanjian yang telah di sepakati. 

F. Metode Penelitian 

Metode penelitian ini memberikan gambaran dan 

jawaban terhadap permasalahan yang dikaji sehingga 

tujuan serta manfaat penelitian dapat tercapai. Tujuan serta 

manfaat penelitian sangat ditentukan oleh metode yang 

digunakan dalam penelitian. 

 

                                                           
44

 Hendi suhendi, Fiqh Muamalah,(Jakarta: Raja Grafindo 

Persada, 2017), hlm 125. 
45

 Widyarini, Syamsul hadi, Fatwa MUI, PSAK dan Praktek 

Musyarakah, Jurnal Hukum Islam, vol. 15, No. 1, Februari 2018, hlm 

126, diakses pada 26 Februari 2020. 
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1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini merupakan penelitian yang 

dipakai sebagai dasar utama pelaksanaan penelitian 

tempat kejadian sebuah perkara terjadi.
46

 Dilihat dari 

jenisnya, penelitian ini termasuk dalam kategori studi  

kasus (Case Study). Secara umum, studi kasus 

merupakan penelitian dengan menggunakan 

pernyatan/pertanyaan how (bagaimana) dan why 

(mengapa).
47

 

Dalam konteks ini, studi kasus yang dimaksud 

berkenaan dengan kasus yang terjadi pada Putusan 

Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan 

Negeri Yogyakarta Nomor 19/Pdt.Sus-PHI/2020/PN 

Yyk Jo. Putusan Mahkamah Agung Nomor 606 

K/Pdt.Sus-PHI/2021. Sebagai penjelas, studi kasus 

dalam penelitian ini memiliki karakteristik sebagai 

berikut.  

a. Menekankan kedalaman objek kajian 

b. Unit analisis penelitian ini adalah Putusan 

Pengadilan Hubungan Industrial pada 

Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 

19/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Yyk Jo. Putusan 

                                                           
46

 Lexy J Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: 

Remaja Rosdakarya, 1990), hlm. 153. 
47

 Imam Suprayogo dan Tabroni, Metode Penelitian Sosial 

Agama (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2011), hlm. 138. 
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Mahkamah Agung Nomor 606 K/Pdt.Sus-

PHI/2021. 

2. Sifat Penelitian 

Jenis penelitian ini dapat dikategorikan sebagai 

penelitian deskriptif karena sifat tujuannya. Penelitian 

deskriptif adalah penelitian yang menggambarkan 

suatu hal tertentu dan menjelaskan aspek-aspek 

terkait, atau penelitian yang sistematis yang 

menggambarkan fakta atau ciri-ciri populasi tertentu 

dalam domain tertentu secara akurat dan faktual.
48

 

Penelitian ini bersifat deskriptif karena semata-mata 

menggambarkan suatu objek untuk menarik 

kesimpulan umum yang berlaku secara luas.
49

 

Dengan sifat penelitian deskriptif, peneliti 

menggambarkan permasalahan yang didasari pada 

data yang ada kemudian diambil kesimpulan.
50

 

Tujuan dari penelitian deskriptif ini adalah untuk 

membuat deskripsi, gambaran, atau lukisan secara 

sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta, 

sifat-sifat, serta hubungan antar fenomena yang 

diselidiki. Jenis penelitian ini digunakan untuk 
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 Sarifuddin Azwar, Metode Penelitian (Yogyakarta: Pustaka 

Pelajar, 1998), hlm. 7. 
49

 Sutrisno Hadi, Metodologi Research I (Yogyakarta: Yayasan 

Penerbitan Fakultas Psikologi UGM, 1986), hlm. 3. 
50

 Mohammad Nazir, Metode Penelitian (Jakarta: Ghalia 

Indonesia, 1998), hlm. 105. 
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mencapai tujuan tersebut, penulis ingin memberi 

gambaran seteliti mungkin secara sistematis dan 

menyeluruh berkaitan dengan objek yang diteliti,
51

 

yakni mengenai tinjauan terhadap kasus dalam 

Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada 

Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 19/Pdt.Sus-

PHI/2020/PN Yyk Jo. Putusan Mahkamah Agung 

Nomor 606 K/Pdt.Sus-PHI/2021 menurut hukum 

Islam dan kemudian diambil kesimpulan. 

3. Pendekatan Penelitian 

Dalam penelitian ini digunakan dua 

pendekatan penelitian, yaitu pendekatan yuridis dan 

pendekatan normatif. Secara operasional, pendekatan 

yuridis-normatif dilakukan melalui studi kepustakaan. 

a. Yuridis, yaitu menelaah permasalahan yang dihadapi 

dengan menggunakan peraturan perundang-undangan 

yang terkait dengan permasalahan yang ada. Kitab 

Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk 

Wetboek voor Indonesie), Undang-Undang Nomor 

13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dan 

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 

Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu 

Tertentu, Alih Daya (Outsourcing), Waktu Kerja dan 
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 Soerjono Soekanto, Penelitian Hukum Normatif Suatu 

Tinjauan Singkat (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), hlm. 6. 
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Waktu Istirahat, serta Pemutusan Hubungan Kerja 

adalah beberapa peraturan perundang-undangan yang 

termasuk dalam kategori ini. 

b. Metode normatif, yang melibatkan pemeriksaan 

masalah yang diteliti dalam terang hukum Islam. Hal 

ini dapat dicapai dengan memahami pedoman-

pedoman yang terdapat dalam nash-nash, termasuk 

Al-Qur'an, Hadits, serta berbagai pendapat para 

ulama dan profesional tentang perjanjian kerja atau 

ijarah. 

4. Sumber Data 

Sumber data adalah segala sesuatu yang dapat 

memberikan informasi mengenai penelitian. Data yang 

digunakan dalam penelitian ini menggunakan dua jenis 

sumber data, yaitu sebagai berikut: 

a. Sumber Data Primer 

Menurut Sugiyono, data primer adalah sumber 

yang langsung memberikan data kepada pengumpul 

data. Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada 

Pengadilan Negeri Yogyakarta dengan nomor perkara 

19/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Yyk Jo. dan putusan 

Mahkamah Agung dengan nomor perkara 606 
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K/Pdt.Sus-PHI/2021 menjadi sumber data primer dalam 

penelitian ini.
52

 

b. Sumber Data Sekunder 

Menurut Sugiyono, sumber data sekunder adalah 

sumber data yang tidak menawarkan data secara 

langsung kepada pengumpul data. Hal ini dapat dicapai 

melalui pengumpulan data dari orang lain atau dengan 

menggunakan dokumen. Dokumen digunakan sebagai 

sumber data sekunder dalam penelitian ini. Dokumen-

dokumen tersebut meliputi segala literatur yang 

berkaitan dengan perkara yang terjadi dalam Putusan 

Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan 

Negeri Yogyakarta Nomor 19/Pdt.Sus-PHI/2020/PN 

Yyk Jo. Putusan Mahkamah Agung Nomor 606 

K/Pdt.Sus-PHI/2021 menurut hukum Islam berupa 

ketentuan tekstual. Ketentuan ini dapat ditemukan 

dalam bentuk Al-Qur'an, Hadi.
 53

 

5. Teknik Pengumpulan Data 

Dalam penelitian ini, dokumentasi digunakan 

sebagai sarana untuk mengumpulkan data. 

Dokumentasi merupakan metodologi pengumpulan data 

yang melibatkan proses pengumpulan informasi dalam 

bentuk angka, foto, laporan, dan informasi lainnya yang 
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 Sugiyono, Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods) 

(Bandung: Alfabeta, 2018), hlm. 456. 
53

 Sugiyono, hlm. 456. 
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dapat membantu penelitian. Sumber data dan informasi 

ini dapat ditemukan dalam buku, arsip, makalah, dan 

dokumen tertulis lainnya. 

Metodologi pengumpulan data lainnya yang 

digunakan bersama dengan dokumentasi adalah 

penelusuran kepustakaan (library research). 

Penelusuran kepustakaan, juga dikenal sebagai studi 

literatur, melibatkan langkah-langkah seperti 

mengumpulkan data dari perpustakaan, membaca dan 

mencatat informasi, serta mengolah bahan penelitian. 

Metode ini juga sering disebut sebagai penelitian di 

perpustakaan. Studi literatur merupakan metode 

pengumpulan data yang melibatkan tinjauan buku, 

bahan tertulis lainnya, catatan, dan laporan yang 

memiliki relevansi dengan masalah yang sedang 

dibahas.
54

 

Dalam penelitian ini, penulis akan melakukan 

studi studi dokumen-dokumen dalam bentuk buku-

buku, jurnal, dan sebagainya yang relevan dengan 

penelitian ini. Selain itu, akan dilakukan juga 

pengumpulan data berdasarkan laporan yang terkait 

dengan masalah penelitian ini. 
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 Nazir, Metode Penelitian, hlm. 188. 
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6. Teknik Analisis Data 

Analisis data merupakan usaha-usaha untuk 

memberikan interpretasi  terhadap data yang telah  

disusun. Analisis data dalam penelitian ini dilakukan 

secara kualitatif. Artinya, analisis data ditujukan 

terhadap data yang sifatnya berdasarkan kualitas, 

mutu, dan sifatnya nyata berlaku dan terjadi di 

masyarakat, dengan tujuan untuk dapat memahami 

sifat-sifat fakta atau gejala yang benar-benar 

berlaku.
55

 

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan 

analisis deskriptif. Proses analisis dimulai dengan 

menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai 

sumber. Kemudian, dilakukan reduksi data, yaitu 

data-data yang diperoleh dirangkum dengan memilih 

hal-hal pokok serta disusun lebih sistematis sehingga 

menjadi data-data yang benar-benar terkait dengan 

pokok bahasan.
56

  

Analisis data yang digunakan dalam penelitian 

ini secara kualitatif dengan instrumen sebagai berikut.  

a. Induksi, yaitu meliputi proses melakukan 

pemeriksaan atas temuan putusan Pengadilan 
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 Hilman Hadi Kusuma, Metode Pembuatan Kertas atau 

Skripsi Ilmu Hukum (Bandung: Madar Maju, 1995), hlm. 99. 
56

 Hadari Nawai dan Mimi Martini, Penelitian Terapan 

(Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1996), hlm. 190. 
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Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri 

Yogyakarta Nomor 19/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Yyk Jo. 

Putusan Mahkamah Agung Nomor 606 K/Pdt.Sus-

PHI/2021. 

b. Deduktif, lebih khusus dengan menerapkan teori-teori 

terkait perjanjian kerja, pemutusan hubungan kerja, 

dan hak-hak pekerja perspektif hukum Islam terhadap 

Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada 

Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 19/Pdt.Sus-

PHI/2020/ PN Yyk Jo. Putusan Mahkamah Agung 

Nomor 606 K/Pdt.Sus-PHI/2021. C. Dapat 

disimpulkan, lebih khusus dengan penerapan 

pengertian tentang perjanjian kerja, pemutusan 

hubungan kerja, dan pekerja. 

G. Sistematika Pembahasan  

Untuk memberi gambaran umum mengenai isi 

pembahasan yang disusun dalam penelitian ini, perlu 

dikemukakan sistematika pembahasan. Sistematika 

pembahasan ini terdiri atas lima bab yang terdapat 

korelasi di setiap babnya. Adapun sistematika 

penulisannya sebagai berikut. 

Bab pertama adalah bagian pendahuluan yang 

berisi pendahuluan yang berisi latar belakang, rumusan 

masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka 

teoretik, metode penelitian, dan sistematika penulisan. 
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Bab kedua digunakan untuk memperluas bahasan 

pada bagian kerangka teori yang telah disinggung pada 

bab pertama.  B. Metode normatif, yang melibatkan 

pemeriksaan masalah yang diteliti dalam terang hukum 

Islam. Hal ini dapat dicapai dengan memahami 

pedoman-pedoman yang terdapat dalam nash-nash, 

termasuk Al-Qur'an, Hadits, serta berbagai pendapat para 

ulama dan profesional tentang perjanjian kerja atau 

ijarahi. 

Bab ketiga menjabarkan tentang gambaran umum 

dari objek penelitian ini, yaitu meliputi deskripsi dari 

objek penelitian Pemutusan Hubungan Kerja dengan 

perubahan status perjanjian kerja melalui Pengadilan 

Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri. 

Bab keempat menganalisis dan membahas 

tentang tinjauan terhadap Putusan Pengadilan Hubungan 

Industrial pada Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 

19/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Yyk Jo. Putusan Mahkamah 

Agung Nomor 606 K/Pdt.Sus-PHI/2021) menurut hukum 

Islam. 

Bab kelima adalah penutup. Bab ini memberikan 

jawaban atas rumusan masalah yang telah dirumuskan 

pada bab pertama. Jawaban tersebut selanjutnya yang 

menjadi kesimpulan dari penelitian ini. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Simpulan 

Simpulan hasil riset ini terdiri atas dua hal yang 

semuanya mengacu secara komprehensif kepada persoalan 

dan tujuan yang telah dikemukakan sebelumnya: 

1. Hukum yang ditegakkan oleh instansi penegak hukum 

yang diberikan tugas untuk itu harus menjamin 

―Kepastian Hukum‖ demi tegaknya ketertiban dan 

keadilan dalam kehidupan masyarakat. Ketidakpastian 

hukum akan menimbulkan kekacauan dalam 

kehidupan masyarakat dan akan saling berbuat sesuka 

hati serta bertindak main. Dengan pertimbangan 

tersebut, hakim menetapkan bahwa Hubungan Kerja 

PKWT antara para Penggugat dan Tergugat telah 

menyalahi hukum ketenagakerjaan. Dengan demikian, 

hubungan kerja PKWT (kontrak) beralih menjadi 

PKWTT dimulai dari awal PKWT. 

2. Ditinjau dari perspektif teori konflik, permasalahan 

diatas masuk dalam kategori konflik realistis, berasal 

dari kekecewaan terhadap tuntutan- tuntutan khusus 

yang terjadi dalam hubungan dan dari perkiraan 

kemungkinan keuntungan para partisipan, dan yang 

ditujukan pada obyek yang dianggap mengecewakan. 

Artinya jika dikaitkan dengan PHK yang terjadi 
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terhadap maka terdapat kekecewaan pada hak-hak 

pekerja akibat pada PHK (Pemutusan Hubungan 

kerja) dengan PKWT (Perjanjian Kerja Waktu 

Tertentu).  

B. Saran-saran 

Sesuai dengan prinsip-prinsip perjanjian kerja 

dalam hukum Islam dan peraturan perundang-undangan 

yang berlaku, penulis memberikan saran agar pengusaha 

memberikan hak bagi pekerja baik pada saat menjadi 

karyawan maupun yang mengalami Pemutusan 

Hubungan Kerja (PHK). Pekerja juga harus menyadari 

hak-hak yang dimiliki pekerja saat pemutusan hubungan 

kerja (PHK), baik menurut hukum Islam maupun hukum 

lain yang berlaku. 
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